BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 134 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKHTISAR DATA PENGAWASAN PADA

Menimbang :

Mengingat :

INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

. bahwa data temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut

pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bantul digunakan sebagai
bahan pengambilan kebijakan Bupati perlu disusun dokumen
ikhtisar data pengawasan, sehingga untuk pelaksanaannya perlu
dibentuk tim penyusun buku ikhtisar data pengawasan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang
Pembentukan Tim Penyusun Ikhtisar data Pengawasan pada
Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

. Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan
15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instern Pemerintah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Kebijakan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 73);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015
Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN IKHTISAR DATA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Ikhtisar Data Pengawasan pada
Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, dengan
susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah
menyusun laporan ikhtisar data temuan, rekomendasi dan tindak
lanjut pemeriksaan yang digunakan sebagai bahan pengambilan
kebijakan Bupati pada tahun berjalan maupun tahun yang akan
datang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.



KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 MEI 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Kepala Inspektorat D.I.Yogyakarta;

Kepala Biro Hukum Setda. D.I.Yogyakarta;

Ketua DPRD Kabupaten Bantul,

Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul,

Yang bersangkutan.

ok =

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 134 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKHTISAR
DATA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN

2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No | Jabatan dalam Tim Jabatan dalam Dinas

1 Penanggung Jawab Kepala Inspektorat Kab. Bantul

2 Ketua Sekretaris Inspektorat Kab.Bantul

3 Sekretaris Kasubbag. Evaluasi dan Laporan Inspektorat
Kab.Bantul

4 | Anggota 1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Bantul

sebanyak 4 (empat) orang

2. Ka. Sub. Bag. Perencanaan Pada Inspektorat
Bantul

3. Ka. Sub Bag Umum, Keuangan dan Kepegawaian

4. Auditor/P2UPD/ Staf pada Inspektorat Kab. Bantul
sebanyak 5 (lima) orang

Saliztan’sestia’ dengan aslipya BUPATI BANTUL,
a.n-Sekretaris Dae;a%lpa ntul
u.b. Asisten Pemegi a ttd.
Kepala Bagian
| S P
o SUHARSONO
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